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Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan,
dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

Perubahan, Peraturan Bupati

Bantul,

Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Pejabat Daerah,

Aparatur Sipil Negara.

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 67 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT DAERAH

Menimbang :

Mengingat :

DAN APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi

pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi Pejabat
Daerah dan Aparatur Sipil Negara, pengaturan perjalanan
dinas dalam negeri bagi Pejabat Daerah dan Aparatur Sipil
Negara perlu disempurnakan,;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 17
Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi
Pejabat Daerah dan Aparatur Sipil Negara;

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5586);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5687);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950
Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 59);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;

10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13
Tahun 2013 tentang Administrasi Perjalanan Dinas (Berita
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 13);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Daerah dan
Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2015 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BANTUL NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT
DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA.
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Pasal I

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Daerah dan Aparatur Sipil Negara
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17) diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut :
uang harian;

biaya transport;

biaya penginapan;

uang representasi;

sewa kendaraan dalam kota; dan/atau

biaya menjemput/mengantar jenazah.
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(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
a. uang makan;
b. uang transport lokal; dan
c. uang saku.

(3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :

a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan
keberangkatan dan kepulangan, termasuk biaya ke terminal
bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan; dan

b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan
keberangkatan dan kepulangan.

(4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ merupakan
biaya yang diperlukan untuk menginap di :
a. hotel; atau
b. tempat menginap lainnya.

(5) Apabila Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan untuk
menginap di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku
ketentuan sebagai berikut :

a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh
persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan; dan

b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan
secara lumpsum.

(6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat
diberikan selama melakukan perjalanan dinas, kepada Bupati/Wakil
Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pejabat Eselon II atau yang
mewakili.

(7) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat
diberikan kepada Pejabat Daerah untuk keperluan pelaksanaan tugas di
tempat tujuan.

(8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk
biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
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(9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f{, meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan
biaya pengangkutan jenazah.
(10)Komponen biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum dalam Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana

tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.
Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 AGUSTUS 2015

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 11 AGUSTUS 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.
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